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LEUBARAT{ DAERAH
I(ABTIPATEN MA"IALENGKA

ITOMOR: 15 TAHTIN 2OL2

PERATT'RAIT DAERATI KABIIPATEN MA.IALENGKA

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERT'BAIIAil ANGGARAN PEI{DAPATAI{ DAN BELAI{JA DAERAII
KABUPATEN MA.'ALET{GKA TAHUN AITGGARAT{ 2OI2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2OL2;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2Ol2 tentartg Persetujuan Pimpinan
DPRD Terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2012 Berdasarkan Hasil
Evaluasi Gubernur Jawa Barat maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2012.

Mengingat : ............2
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Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukal Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 285U;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (I,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 32621 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a9991;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33121
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
7994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 7997 tentarrg Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 tahun 2OOO tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun t997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 39871;

5. Undang-Undang....... 3
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Undang-UndangNomorzaTahuntgggtentangPenyelenggara
Negara"yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

lLe"mUaran N"g*" Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

undang-Undang Nomor 31 Tal-un 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 14O, r-amtarran Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 38741, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 20 Tahun iOgt tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo1 Nomor

134, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor a15O);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara

(trmbaian Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
,iambahan Lembaran Nigara Republik Indonesia Nomor a286y'

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara=ltembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5'
fairUatran l,embaran Negrra Republik Indonesia Nomor a355);

undang-undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan,
pengelJlaan aan fanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Uegta Republik IndJnesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl;

10. undang-undang Nomor 25 Tahun 2O04 tentang sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Reprrblik Indonesia
Tahun igO+ No-or 1O4, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44211;

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah- (6mbaian Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-

undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas

Undan!-Undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentang Pemerintahan

Daerah- $*rnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor

59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a84al;

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan entlra pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah

(Lembian Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,

Tambahan 
- Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a438);
13.Undang-Undang......'..4
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13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ra\rat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Per.wakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa3);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubfuk Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523\;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ter:tang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11), sebagaimana telah bebe diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 31);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21O, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40281;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahur: 2OO4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4
Nomor 9O, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44161, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a7l2l;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O05 Nomor 48, Tambatran lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor a5O2l;

t9.

2o.Peraturan Pemerintah........5
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23.

21.

22.

24.
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5751;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45761sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 11O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OO5 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5871;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO6 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO6 Nomor 2O, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO6 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a855);

27.Peraturan Pemerintah.....6
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6lal
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OA7 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah, dan Inforunasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 19, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a69311'

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 trlntarrg Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 82, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7381;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentartg Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 89, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7a\;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a816);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a9721:'

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51Oa);

29.

30.

31.

34.

35.Peraturan Pemerintah...... 7
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelakseu"raan T\rgas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2O9l;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan
BararrglJasa Milik Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2Ol2
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
20 10 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 155,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 533a);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; 

42.peraturanMenteri....g

36.

37.

39.

38.

40.

4L.
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42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2O11 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L7 Tahun 2OO7 tentartg
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O07 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Trrnjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahturr 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politjk;

47. Peraitran Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2O11 tentang
Pedotnan Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2Ol2;

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OL1 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

So.Peraturan Daerah........9
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50. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor B Tahun 2OO5
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2O05 Nomor 8 seri E);

51. Peraturan Daerah Kabupaten M4jalengka Nomor 2 Tahun 2OO8
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO8 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO9
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2009
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka
Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten
Majalengka (l,embaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mqialengka
ll*m'baran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO9 Nomor 10);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang
Orgarrisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Mqjalengka Tahun 2O11 Nomor 8);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

Dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN
24t2.

53.

54.

Pasal 1................... 1
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Prssl I

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2Ot2 dapat diuraikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1) Semula

2l Bertambah

Jumlah pendapatan setelah perubahan

b. Belanja

U Semula

2l Bertambah

Jumtah belanja setelah perubahan

surplus/ {defisit} setela}r perubahan

c. Pembiayaan

a) Penerimaan

1) Semula

2l Bertambah/{berkurang)

Jumlah penerimaan
setelah perubatran

b) Pengeluaran

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah pengeluaran
setelah perubahan

Jsmlah pembiayaan netto
setelah perubahan

Rp. 1.535.293.3O3.227,68

Ro. 36.377.597.976.97

Rp. 1.57 1.67 O.9OL.2O4,65

Rp. 1.543. 799.503.227,68

Rp. a7.598.18O.3a3.97

Rp- 1.59O-797.683.571,65

Rp. 119.126.782.367,AA1

Rp. 12.906-200.000,00

w. 24.220.582.367.O4

Rp. 37.126.782.367,00

Rp. 5.0O0.0OO.OOO,OO

Rp. 13.0O0.0O0.0O0.0O

Rp. 18.OOO.OOO.OOO,OO

Rp. 19.126.782.367,00

Pmal 2........................,....11
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nasat 2

(1) Pendapatan Daerah ssfegaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapa.tan asli daerah
1) Semula

2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah pendapa.tan asfi daerah
setelah perubahan

h.Dana perimbangan
U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana perimbangan
setelah perubahan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah lain-lain

Rp. 91.705.264.008,00

Rp. 7.356.484.594.OO

Rp. 99.061.748.6A2,A0

Rp. 1.27O.879.820.551,68

Rp. 2.802.539.346.32

Rp. 1.273.682.359,898,00

Rp. 172.7Oa.218.668,OO

Rp. 26.218.574.O36.65

Rp. L98.926.792.7 04,65

Rp. 15.775.216.558,00

Rp. 7s5.911.o0o.oo

Rp. 16.531.L27.558,OO

c.Hasil pengelolaan .. - - -.....L2

pendapatan daerah yang sah
setelah Perubahan

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

U Semula Rp. 1O.859.OOO.OO0,O0

2l Bertambah/(berkurang) Rp. 818.016.124.00

Jurnlah pendapatan asli daerah Rp. lL.677.OL6.L24,OO
setelah perubahan

b.Retribusi Daerah

U Semula

2l Bertambahl{berkurang)

Jumlah retribusi daerah
setelah perubahan
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c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan

d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

U Semula
2l Bertambah/(berkurang)
Jumlah lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah
setelah perubahan

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

1) Semula
2l Bertambah/ {berkurang)

Jumlah dana bagi hasil
setelah perubahan

b. Dana alokasi umum

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana alokasi urnum
setelah perubatran

c. Dana alokasi khusus

U Semula

2l Bertambah/(berkurang|

Jumlah dana alokasi khusus
setelah perubahan

Rp. 3.676.831.450,OO

Bp. o.oo

Rp. 3.676.831.45O,OO

Rp. 61.394.216.000,00
Rp. 5.782.557.a7O.OO
Rp. 67.176.773.47O,OO

Rp. 102.376.503.798,12
Ro. 11.748.197.099.88

Rp. 1L4.124.7O0.898,OO

Rp. 1.O38.755.066.753,56

Bp. (8.ea5.6s7.753.561

Rp. 1.029.8O9.4O9.0OO,0O

Rp. 129.7 4a.25O.OO0,OO

Rp. O.0O

Rp. L29.7 48.250.OO0,0O

(all^ain-lain pendapatan........ 13
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{4) I,ain-lain pendapa.tan da.erah yang sah sebageuimana rtimaksud pada
ayat(l)huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah Hibah dari Pemerintah
setelah perubahan

b. Dana Darurat

1) Semula

2l Bertambahl(Berkurang)

Jumlah Dana Darurat
Setelah Perubahan

Rp. O.OO

0,oo

Rp. 0..00

o,oo

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah daeratr lainnya

o,ooRp.

o,ooRp.

Rp.

Rp.

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana bagi hasil pajak

Rp. 38.429.598.308,00

Rp. 10.714.O41.536.65

Rp. 49.743.639.844,65

Rlp. L2.2O4.O0O.O0O,OO

Rp. --- O.OO

Rp. 12.2O4.OOO.000,OO

dari provinsi pada kabupaten
setelah perubahan

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

U Semula

2l Bertambah/(berkurangl

Jumlah penyesuaian dan
otonomi ktrusus setelah perrbal:an

e. Bantuan keuangan dari prudnsi atau pemerintah daerah lainnya

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah bantuan keuangan
dari provinsi atau pemerintah daerah
Iainnya setelah perubahan

Rp. 122.074.620.360,00

Rp. 15.5o*.532.5oo.oo

Rp. 137.579.152.860,00

Pasal 3...--- ..........-....14
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Pasal S

(1) Betanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

a. Bela4ia-belaqia tidak langsung
1) Semul,a

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja tidak langsung
setetrah peruhhan

b. Belanja-belanja langsung

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jurnlah belanja langsung
setelah perubahan

{2) BetanjaTidak Langsung sebagaimana dimaksud pa.da ayat (U huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a} Belanja pegawai

1) Semula

2l Bertambah/(berkurane)

Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan

b) Belanja bunga

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jurnlah belanja bunga
setelah perubalran

c) Belanja subsidi

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja subsidi
setelatr perubahan

o,oo

Rp. 959.418.060. 145,OO

Rp. {22.692.413.691.001

Rp. 936.725.@6.454,00

Rp. 583.78 1.443.O82,6E

Rp. 7O.2X).594.OM.97

Rp. 654.O7 2.037. 1 77,65

Rp. 9O9.257.635. 145,OO

Rlp.. 12t.77 2.662.351.o01

Rp. 887.48 4.97 2.794,OO

Rp. O,0O

Rp. O.OO

Rp. O,OO

Rp. 0,OO

Rp. 0.0O

Rp.

d)Belanja Hibah.........-......-... 15
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d)

e)

Belanja Hibah

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja hibah
setelah perubahan

Belanja Bantuan Sosial

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubahan

Betranja bagi Hasil

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan

Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan

Belanja Tidak Terduga

1) Semula

2l Bertambah/ (berkurang)

Jumlah belaqia tidak terduga
setelah perubahan

Rp. 5.524.425.OO0,O0

Rp. (2.993.675.00o.oo)

Rp. 2.53O.75O.0OO,OO

Rp.

Rn-

O,OO

o-oo

s)

Rp. o,o0

Rp- 1.861.OOO-OOO,OO

Rp. 136.457.66O.OO

Rp. L.997.457-660,00

Rp. a2-275.OOO.OOO,0O

Rp. 1.937.466.OOO.00

Rp. 44.2L2.466.OOO,OO

Rp. SOO.OOO.OOO,OO

Rp. O.OO

Rp. 500.0OO.OOO,OO

h)

(3)Belanja Langsung.................... 16
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(3) Belanja langsung sebagaimana rlirnaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semul,a

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

2l Bertambahl@erkurang)

Jumlah belanja berang dan jasa
setelah perubahan

c- Belanja Modal

1) Semrrla

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah betanja modal
setelah perubahan

Pasat 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah penerimaan
setelah perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah pengeluaran
setelah perubahan

Rp. 76.469.236.205,00

Rp. 3.613.5o9.252.OO

Rp. 80.082.745.457,OO

Rp. 2O5.O6 4.7 54.663,7 2

Rp. 4.514.541.415.97

Rp. 2O9. 57 9.296.07 9,69

Rp. 302.247 .452.213,96

Rp. 62.162.543.367.00

Rp. 364.4O9.995.580,96

Rp. 12.9O6.2OO.OOO,OO

Rr.. 24.220.582.367.OO

Rp. 37.126.782.367,OA

Rp. 5.OOO.OOO.OOO,OO

Rp. 13.OOo.OOO.OQO.O0

Rp.18.O0O.OOO.OOO,O0

(2)Penerimaan........... ...........17
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Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah SILPA setelah perubahan

b. Penerimaan piutang daerah

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah penerimaan piutang daerah Rp. 274.OOO.OOO,OO
setelah perubahan

Pengeluaran sebagaimana dimaksud
jenis pembiayaan

a. Pembentukan dana cadangan

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana cadangan
setelah perubahan

Rp. 12.632.2OO.OOO,OO

Rp. 24.220.582.367.4O

Rp. 36.852 .782.367,OO

Rp. 274.OOO.OOO,OO

o.oo

pada ayat (1) huruf b terdiri dari

Rp. 5.OOO.OO0.0O0,OO

Rp. 13.OOO.OOO.O0O.OO

Rp. 18.OOO.OOO.OOO,OO

(3)

b. Penyertaan Modal {investasi) Pemerintah Daeralr

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah penyertaan modal(investasi) Rp.

Rp. O,O0

Rp. O.OO

o,oo

o,oo

Rp. O.OO

setelah perubahan

c. Pembayaran Pokok utang

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Rp.

Jumlah pembayaran pokok utang Rp.
setelah perubahan

o,oo

Pasal 5..................... 18
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Pasel 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ssfagairnana dirnak"rd dalam Pasal 1 tercantum dalam l^ampiran yang
merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daemh ini, yang
terdti dari :

1. Lampiran I Ringlasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. L^ampiran III Rincian Perubahan APBD menumt urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpa.duan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi Dalarn Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. L,ampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

7. l,ampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

8. I^ampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal..-...................... 19
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Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 3O Oktober 2012

BI'PATI UA"IALENGKA,

Cap/Ttd

SI'TRISITO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Oktober 2O1Z

SEKRETARIS DAERAH
KABI'PATEIY il'JALEIYGKA,

ADE RACHMAT ALI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2012 NOMOR 15


